
I SALINAN I

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR 19 TAHUN2021
TENTANGPEDOMAN PELAKSANAANPENERIMAANPESERTA DIDIK BARU

PADATAMANKANAK-KANAK,SEKOLAHDASAR, DANSEKOLAH
MENENGAH PERTAMADI KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menjamin proses penerimaan

peserta didik yang transparan, adil, efektif, efisien dan

bertanggungjawab serta adanya Surat Sekretaris

Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

dan Teknologi nomor 6998/ A5/ HK.01.04/2022 tanggal

25 Januari 2022 ten tang Pelaksanaan PPDB tahun

Ajaran 2022/2023, maka beberapa ketentuan dalam

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2021

ten tang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah

Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka perlu

dilakukan penyesuian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Majalengka;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan 2
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Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi 3
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Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan 4
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34

Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Yang Memiliki Potensi Kecerdasan danjatau Bakat dan

Prestasi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39

Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan

Nasional dan Menteri Agama Nomor 04jV jPBj2011

Nomor MAj 111j2011 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-KanakjRaudhatul

AthfaljBustanul Athfal dan SekolahjMadrasah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
20. Peraturan 5



Menetapkan

- 5 -

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan

Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020

Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKANOMOR 19 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAHMENENGAH PERTAMA
DI KABUPATENMAJALENGKA.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di

Kabupaten 6
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Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
(1) Satuan Pendidikan SMPwajib menerima calon peserta

didik yang berdomisili di perbatasan baik antar

KabupatenjKota maupun antar zona terdekat (irisan).
(2) Peta zona sekolah dan daerah perbatasanjirisan serta

skoring ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penentuan Sekolah untuk calon peserta didik yang

berdomisili di perbatasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Hasil Seleksi = Hasil Ujian Sekolah + Skor Zona Radius

2. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal19

(1) Seleksi calon peserta didik bam kelas 7 (tujuh)

SMP yang menggunakan jalur zonasi dilakukan

dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal

terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang

ditetapkan.
(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik

dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota

menggunakan usia peserta didik yang lebih tua

berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan

lahir.
(3) Apabila jarak seleksi menggunakan usia peserta

didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama,

maka dilakukan seleksi dengan menggunakan

hasil nilai Ujian Sekolah yang lebih tinggi.
3. Ketentuan 7
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3. Ketentuan Pasal29 diubah, sehingga Pasal29 berbunyi

sebagai beriku t :

Pasal29

(1) J enis prestasi calon peserta didik baru yang

berprestasi adalah sebagai berikut :

a. Prestasi Akademis yang dilaksanakan atas

dasar sertifikat yang dimiliki dan

direkomendasi oleh Kementerianj Lem-

bagajDinas (Lomba Mata Pelajaran,

Olimpiade Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alamj Olimpiade Sains

NasionaljKompetisi Sains Nasional, peserta

didik berprestasijteladan dan karya tulis

ilmiah remaja, Lomba Penelitian Ilmiah

Remaja, Olimpiade Sains Junior

Internasional);
b. Prestasi Olahraga dan Seni yang

dilaksanakan atas dasar sertifikat yang

dimiliki dan direkomendasi

Kementerianj Lembagaj Dinas (Olimpade

olahraga Siswa Nasional j Kompetisi

Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba

Seni Siswa Nasional, Pekan Olahraga Pelajar

Nasional, Liga IndonesiajGSI, Pekan

Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Olahraga

Pelajar Wilayah, Kejurnas, Kejurda), KONI

serta lomba yang bernilai keagamaan.

(2) Sertifikat prestasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a harus dilegalisir oleh

KementerianjLembaga danjatau Dinas yang

menangani masalah pendidikan, danj atau riset

dan teknologi.

(3) Sertifikat prestasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b harus dilegalisir oleh

Kementerian 8
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Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas yang
menangani masalah olahraga, seni budaya,
danl atau agama.

(4) Apabila calon peserta didik baru yang berprestasi
di Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat
perorangan tidak menerima penyaluran sekolah
yang ditentukan, maka calon peserta didik
tersebut dapat mengikuti sistem jurnal dengan
bobot yang selanjutnya diatur oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati Ill! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap
pengundangan
menempatkannya
Majalengka.

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 April 2022

orang mengetahui, memerintahkan
Peraturan Bupati Ill! dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 April 2022

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAH

~~~KA,

DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003
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